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Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

masalah yang dihadapi khususnya pada kantor camat kecamatan nassau dengan adanya kinerja
pegawai Kecamatan yang masih cukup lambat, kurang efisien dan efektif serta kedisplinan
pegawai yang masih minim

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan 25 Tahun 2020 Bab IV
Hal. 39 - 41) dan (Permenpan 14 Tahun 2014 Bab lIl Hal. 18 - 21)
. - . . - <

Analisis Kinerja Pegawai Keczma!an Da\;rr; Menin:katkan Kuahtaks Pslayanahn P:blik (Study E Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020
Kasus Kecamatan Nassau Kabupaten Toba), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ' . . . . L .
kinerja pegawai kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan E Fenomena / berada dl.penngkat 36 dari 38 K_abuDate" di Provinsi Jawa.Tlmur
Nassau (Desi Simangunsong, Jurnal llmiah, 12 - 01 - 2022), yang menyebitkan bahwa pada 1 |Penyebab dengan nilai 56,66 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang
dasarnya kualitas pelayanan publik yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat dari ; ND. 55 Tahun 2020 halg) (Biro organisasi PrOViTISi JaWa Timur)
penyelenggara pelayanan publik. Berbicara dengan pelayanan publik masih terdapat berbagai |

|

i

i

nilai IKM maka kualitas pelayanan publik semakin Prima sehingga
Reformasi Birokrasi dapat tercapai

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB
26 tahun 2020 halaman 12 dan 33 poin b bahwa : Pelayanan Publik
merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit
yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi

Maka

JIKA

Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator

IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro (Permen PAN RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Jurnal : Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014 hal 315 -
328 oleh G. Gunawan tentang Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Kota Semarang Dan

» |Fenomena /
Penyebab

Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan
dengan hasil IKM tahun 2021 yang mengalami penurunan dari IKM
Tahun 2020 yaitu sebesar 1,24%, IKM di Tahun 20202 sebesar 88,39% <
sedangkan perolehan IKM di Tahun 2021 menjadi 87,15%
(PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

E Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tahun 2014

E tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf c bahwa ASN sebagai profesi

E yang berlandaskan prinsip mempunyai komitmen, integrasi moral, dan '

3 tanggung jawab pada pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 25 Tahun g

|

| |
|

JIKA

Maka

fenomena yang terjadi adalah tidak sesuainya kualifikasi pendidikan i
dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 |
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi E
|
|
|
|

serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena
dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum
meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah

dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47
Tahun Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus
akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan
kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu
itingkatkan.

1 Joun

| Of Public Policy and

Maka

publik

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.6 tahun 2014
tentang desa pasal 24 bahwa : asas penyelenggaraan pemerintahan desa
mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efektifitas dan efisiensi dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan

Administration Silampari Vol. 3 No. 2
(2022) oleh llham Perdana Putra dan
Titi Darmi tentang Analisis Kepuasan

i
P

E dalam Dana
! Desa, yang menyatakan bahwa

! 1 Dalam pengelolaan dana desa

! ! tentunya harus ada keterbukaan

| 1 terhadap masyarakat agar dana desa

tersebut dapat di alokasikan sesuai

dengan

keadaan

atau kebutuhan dari masyarakat
desa itu sendiri

Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa




Indikator

Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10
hal 7 - 10)

Fenomena /
Penyebab

Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang
ditindaklanjuti terutama pada pengambilan kebijakan tentang usulan

program dan kegiatan pembangunan dikarenakan Unsur yang dihadirkan

dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan belum memahami tentang
maksud pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tersebut (Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan Tahun 2021) (Undang - Undang No. 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VIII
Pasal 33)

TIDAK ADA HUBUNGAN CROSSCUTTING

Indikator

Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu (Undang - Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Pasal XIV Pasal 112 - 115 hal. 58,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta
PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22

Fenomena / Penyebab

Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa baik
APBDes, RKPDes dan LPPDes masih belum optimal karena hasil
Berita Acara verifikasi binwas desa 10 Desa semua memiliki catatan
dalam penyusunan administrasi pemerintah desa dengan
perbandingan untuk Penyusunan APBDes Desa yang memiliki
catatan khusus sebesar 30% atau 3 Desa, untuk Penyusunan
RKPDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 50% atau 5
Desa dan untuk Penyusunan LPPDes Desa yang memilik catatan
khusus sebesar 50% atau 5 Desa (Berita Acara Tim Binwas
Kecamatan Candipuro terlampir) dan juga dikarenakan pengambil

1 di Desa (Kepala Desa) tidak secara substantif memahami

tentang administrasi Desa dengan perbandingan 50% : 50%.




